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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Implementasi kebijakan yang dalam pengertianya tidak hanya sebatas 
konsep yang sederhana atau mudah untuk dipahami oleh siapa saja, akan tetapi, 
implmentasi kebijakan ini memiliki banyak arti yang didalamnya memiliki banyak 
pemikiran-pemikiran berbeda dan kesemua hal itu terbentuk dari hasil proses 
pembuatan kebijakan pada awal kebijakan itu dirumuskan, dalam proses adanya 
legalitas kebijakan, hal tersebut memanglah sangat teoritis, implementasi kebijakan 
jika kita pahami saat ini yang dipahami adalah kegiatan yang telah di tetapkan 
berdasarkan peraturan yang telah di buat dan di setujui oleh banyak pihak seperti 
pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat. 
Pembahasan mengenai pelayanan publik dari sebuah kebijakan yang di 
jalankan oleh pemerintah yang dilihat adalah bagaimana tercapainya sebuah tujuan 
sehingga menghasilkan nilai yang bermanfaat untuk penerima kebijakan dalam 
sebuah kebijakan publik yang terpenting adalah mewujudkan sebuah sebuah nilai-
nilai yang adil, hak yang merata, dan terbuka kepada masyarakat akan pentingnya 
informasi yang hars diketahui oleh masyarakat, oleh sebab itu, proses tujuan 
kebijakan akan tercapai bila tanpa implementasi yang nyata, maka dari itu, 
implementasi menjadi hal yang sangat penting karena sebagai tujuan dalam 
pelaksanaan kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2015).  
Implementasi kebijakan pelaksanaan Teknologi Informasi pada 
Pemerintahan di Indonesia atau penerapan Electronic Government pada pelayanan 
publik mencapai pada level system level bureaucracy yang artinya penggunaan 
komputer atau sistem yang dalam pelayanannya tidak lagi membutuhkan banyak 
proses pelayanan karena sistem yang digunakan sudah saling ter-integrasi dengan 
komputer lain yang berada di kantor tersebut, bahkan kantor yang berbeda tempat. 
 Penerapan teknologi dalam pelayanan kependudukan saat ini yang berada 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penerapan paperless artinya 
memungkinkan penggunaan teknologi dalam pembuatan dokumen kependudukan 
tanpa mengeluarkan kertas hanya dengan mengirimkan file dokumen saja kepada 
masyarakat, hal tersebut memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih 
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mudah dan cepat kepada masyarakat tanpa harus bertatap muka secara langsung 
dan bahakan bisa mengurangi antrain yang panjang pada. 
Sejalan dengan adanya kebijakan electronic government tersebut, dalam 
Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 di dalamnya menjelaskan tentang kebijakan 
dan strategi nasional dalam pengembangan electronic government yang 
mengharapkan adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
pemerintah untuk mencipkaan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan 
efisien maka dari itu,  kebijakan digitalisasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya 
Instruksi Presiden tersebut diatas bahawa di Indonesia kebijakan ini penting karena 
harus mempu mengintegrasikan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi berbasis 
online di era seperti saat ini kebijakan digitalisasi menjadi sangat penting karena 
sudah menjadi kebutuhan dasar dan harus mengikuti perkembangan teknologi 
informasi dunia hal tersebutlah yang mendorong dalam pelayan publik bidang 
kependudukan yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini untuk 
membuat pelayanan berbasi online. 
Untuk memulai pelaksanaan Kebijakan tersebut yang dibutuhkan adalah 
seperti tahap persiapan melalui pengembangan website-situs, tahap penerapan pada 
hapa ini persiapan yangdilakukan adalah pada persiapan fisik dan non fisik, tahap 
pematangan dalam tahapan ini pelaksanaan pelayananan publik berbasis online 
sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah di buat, tahap pemantapan dalam 
tahapan ini dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak terkait, demi menunjang 
pelayanan publik kepada masyarakat dengan perkembangan zaman dan untuk 
kebutuhan masyarakat yang semakin banyak maka dalam pelayanan publik dituntut 
harus  sempurna dalam arti pelayanan yang baik dilihat dari aspek kuantitas maupun 
kualitasnya apakah pelayanan tersebut bermanfaat atau tidak. (Ulum, 2018)1 
Kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan kependudukan dan 
pencatatan sipil ini hadir melalui pengguaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan yang telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 20132 
 
1 Ulum, M. C. (2018). Public Service Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan 
Publik . Malang : UB Press. 
2 Pih.Kemlu.Go.Id Tentang administrasi kependudukan (Di akses pada 08 
September 2020) 
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di dalamnya menjelaskan mengenai administrasi kependudukan menjelaskan 
bahwa Pemerintah pusat melalui menteri (Menteri Dalam Negeri) yang memiliki 
kewenanagan untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional 
memiliki tugas meliputi koordinasi, memfasilitasi, pembinaan, penyediaan alat, 
hingga pengawasan. (Erwan Agus Purwanto, 2012)..3 
Kehadiran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan 
administrasi kependudukan membuat masyarakat bisa mengurus sediri adminstrasi 
kependudukan yang semula masyarakat harus datang menuju kantor Kelurahan atau 
Kecamatan dan bahkan Kantor Dinas maka dengan adanya sistem tersebut kini 
masyarakat tidak harus datang mengurus dokumen kependudukannya, contohnya 
dalam pengurusan dokumen kependudukan yaitu dalam pembuatan Elektronik-
KTP yang dalam proses sebelumnya atau manual pembuatannya membutuhkan 
waktu berhari-hari kali ini dengan adanya teknologi menjadi lebih cepat, Perubahan 
kebiasaan yang pada awalnya verifikasi data menggunakan berkas hardcopy maka 
saat ini  di permudah dengan hanya melalui aplikasi (Pratama, 2020)4 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 20085 tentang KIP (Keterbukaan 
Informasi Publik) dalam penjelasanya tersebut memiliki tujuan untuk terwujudnya 
pelayanan yang tepat, cepat dan mudah. Serta dalam Peraturan Daerah Nomor 23 
tahun 20146 di sana juga dijelaskan bahwasannya pemerintah daerah melalui dinas 
di bawahnya yang bertindak sebagai tugas pembantuan agar kewenangan yang 
dimiliki oleh pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah pusat yang 
diberikan kepada daerah otonom agar melaksanakan tugas dari pemerintah pusat 
yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah provisini kepada 
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintah yang mejadi 
kewenangan pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah di daerah ditugaskan 
 
3 Erwan Agus Purwanto, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Konsep dan Aplikasinya di 
Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. 
4 Pratama, I. (2020). Studi Tentang Akselerasi Pelayanan Publik. 8(1), 325–340. 
5 https://peraturan.bpk.go.id Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Di akses pada 
10 September 2020) 
6 https://peraturan.bpk.go.id Tentang Pemerintahan Daerah (Di akses pada 10 
September 2020) 
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untuk dapat mengatur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  yang 
dibutuhkan oleh pemerintah pusat agar dalam pemberian pelayanan publik 
menghasilkan dampak yang nyata dan meluas kepada masyarakat.  
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 20097 di dalamnya menjelaskan 
mengenai Pelayanan Publik, pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan yang 
didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan pelayanan tersebut harus sesuai dengan 
peraturan aturan yang berlaku seperti terdapat undang-undang yang mengaturnya 
dan setiap warga masyarakat atau penduduk berhak atas barang atau jasa dan 
pelayanan administratif lainnya yang sudah disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dikatakan sempurna apabila dilihat dari 
bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan tersebut apakah dapat berjalan sesuai 
dengan kebijakannnya serta hasil akhir dari produk pelayanan tersebut dapat dilihat 
dari dari bagaiamana pengelolaan SDM-nya, sarana dan prasarana-nya, serta hasil 
keluarannya dari pelayananyang diberikan berupa jenis, kuantitas dan kualitas. 
Aturan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berkaitan 
secara langsung memungkinkan dapat terselenggaranya pelayanan dengan jalur 
birokrasi yang lebih mudah atau secara ringkas dan juga telah kemudahan dan 
kebebasan dalam berlomba-lomba megeluarkan inovasi dalam pelayanan publik 
yang tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Pemerintah daerah sebagai pelayan publik tentunya harus bisa dituntut untuk bisa 
melayanai masyarakat yang merupakan perwujudan dari sebuah kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan memiliki semangat kerja yang 
baik agar tercipta bagaimanakah kualitas pelayan yang sempurna, 
bertanggungjawab terhadap tugas dan terbuka kepada masyarakat, karena 
masyarakat menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan 
pada nilai-nilai kualitas pelayaan kepada aparatur pemerintah yang profesional 
(Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, 2010)8 . 
 
7 https://peraturan.bpk.go.id tentang Pelayanan Publik (Di akses pada 10 
September 2020) 
8 Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, M. H. (2010). Implementasi Kebijakan 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik 
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Penjelasan yang sama terkait dengan peraturan daerah Kota Balikpapan 
nomor 5 tahun 20129 tentang administrasi kependudukan yang terdapat di dalam 
bab 1 pasal 1 dalam  ketentuan umum yang terdapat dalam poin ke 30 yaitu yang 
menjelaskan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu 
kesatuan. 
 Merujuk kepada bagaimana implementasi kebijakan pelaksanaan tersebut 
tentang apakah yang dilakukan pemerintah terhadap suatu keputusan kebijakan 
pemerintah telah terlaksana dengan baik atau tidak, maka dari itu, sebelumnya 
pemerintah harus melihat bagaimana kebijakan tersebutakan memberikan dampak 
baik atau buruk untuk masyarakat.  
Pelayanan publik ini diharapkan proses pelayanan yang dapat berjalan 
dengan sempurna. Aplikasi SIAK atau Sistem Informasi Adminitrasi Kendudukan 
merupakan sebuah aplikasi sistem pelayanan kependudukan yang di dalamnya 
memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan khususnya 
dalam mendata penduduk serta mengeluarkan data kependudukan, kemudahan dan 
ketepatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi hal yang 
dihadirkan dalam sistem ini guna mendukung masyarakat dalam pentingnya 
dokumen kependudukan (I Made Sudiadnyane, 2019).  
Dalam pelaksanaanya SIAK ini mempergunakan telah menggunakan NIK 
(Nomor Induk Kependudukan) tunggal yang bertujuan untuk mempermudah semua 
urusan kependudukan karena sebelum hadirnya SIAK semua kepengurusan 
kependudukan tiap daerah berbeda-beda akan tetapi setelah hadirnya SIAK semua 
data terhubung menjadi satu kesatuan dengan NIK nasional sehingga seluru data 
masyarakat telah sama baik itu yang berada di Kecamatan, Propinsi dan 
Kemendagri. Bukti bahwa penggunaan SIAK di Kota Balikpapan adalah dilihat dari 
Rencana Starategis yaitu sebagai berikut: 
 
(JAP)Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 962–971.  
9 https://peraturan.bpk.go.id tentang administrasi kependudukan kota Balikpapan 
(di akses pada 11 september 2020) 
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Tabel 1.1. Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota 
Balikpapan 
Sumber: capil.balikpapan.go.id (pada 20 September 2020) 
Dapat di lihat bahwasannya kebutuhan pelayanan yang di butuhkan oleh 
maysrakat kota Balikpapan relatif stabil, oleh karena itu dengan data ini kita bisa 
melihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan dokumen 
Tujuan  Indikator 
Tujuan 
dan 
sasaran  
Sasaran 
strategis  
Cap
aian 
s.d 
th. 
2019 
Target Kinerja Sasaran Tahunan (Satuan 
%) Persen 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Terpenu
hinya 
dokumen 
kependu
dukan 
bagi 
masyara
kat kota 
Balikpap
an 
Cakupan 
Penerbitan 
Kartu  
Meningkatn
ya kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kependudud
kan serta 
terpenuhiny
a hak dasar 
masyarakat 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
100
% 
Cakupan 
Penerbitan 
KTP 
Elektronik 
0% 0% 0% 100
% 
94% 95% 95% 
 Cakupan 
Penerbitan 
Kartu 
Identitas 
Anak 
(KIA) 
0% 0% 0% 0% 0% 60% 80% 
Cakupan 
Penerbitan 
Akta 
kelahiran  
100
% 
100
% 
100
% 
77% 84% 86% 86% 
Cakupan 
Penerbitan 
akta 
kematian  
100
% 
0% 0% 0% 96% 95% 95% 
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kependudukan melalui SIAK harus siap digunakan dan di akses oleh masyarakat 
banyak khusunya masyarakat Kota Balikpapan.  
Pada awalnya, penerapan SIAK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kota Balikpapan dimulai pada tahun 2012 yaitu sejak awal pelaksanaan SIAK 
dimulai Lembaga yang melaksanakan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Balikpapan bagian SIAK yang pada saat itu, salah satu alasan bahwa 
perubahan dari pelayanan manual menuju SPAK dan pada akhirnya berubah ke 
SIAK. Pada awalnya dalam pelaksanaannya pengurusan dokumen kependuduklan 
masyarakat harus mengantri dan membutuhkan waktu 7-14 hari kerja untuk 
mendapatkan dokumen kependudukan yang diinginkannya, hal ini tentunya lebih 
lama dan sangat memakan waktu bila masyarakat ingin membutuhkan dokumen 
kependudukan secara cepat. 
 Oleh sebab itu pada akhirnya, dilakukan pembenahan-pembenahan yang 
dilakukan sebagai upaya dalam mempercepat pengurusan dokumen seperti 
sosialaisasi di media sosial terkait pelayanan kependudukan namun pada awalnya 
dilaksanakan masyarakat masih harus datang ke Knator Capil untuk membuat atau 
mengurus dokumen kependudukan secara langsung di tempat.  
Pada sisi SDM bisa di gambarkan bahwa SDM yang tersedia saat ini masih 
kurangterampil dalam pelayanan oleh sebab itu,  dalam untuk mempersiapkan 
pelaksaan pelayananan publik bidang kependudukan menggunakan SIAK awalnya 
diadakan  pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan terkait dengan instalasi 
SIAK dan tergabung ke dalam administrator database kependudukan se-Indonesia 
yang dilakukan oleh tim SIAK dari Kementerian Dalam Negeri, serta melakukan 
kesiapan dalam perpindahan atau migrasi data kependudukan dari sistem SPAK  
yang sebelumnya di pakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan berubah 
menjadi SIAK, hal yang pertama dilakukan adalah pendataan ulang warga sesuai 
dengan formulir dari pusat  F1.01 yang tersebar ke RT pada daerah kecamatan 
masing-masing, pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil yang di tugaskan kepada Kepala Bagian SIAK, serta pemenuhan 
kelengkapan sarana dan prasarana guna melaksanakan SIAK tersebut adalah server, 
jaringan, serta pembuatan ruang server khusus SIAK.  
 Peran aktif Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengembangkan 
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Electronic Goverenment dalam pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik 
bidang kependudukan ini menjadi sangat penting di lakukan sebagai dukungan 
dalam pentingnya mengikuti perkembanagn teknologi hal ini sejalan dengan 
Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 yaitu kebijakan strategis nasional dalam 
pengembangan electronic government sudah mencapai pada tahap 
penyelenggaraan, dan dalam uoayanya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang inovasi daerah dalam upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan 
electronic governrment ini atau penerapan smart goverenement di Kota Balikpapan 
sudah memulai penerapannya cukup lama dari tahun 2018-2020, namun kendala-
kendala yang sangat sulit di hadapi adalah penyamaann pikiran antara pemerintah 
dan masyarakat dalam konsep electronic goverenment tersebut oleh sebab itu perlu 
danya dukungan banayk pihak atau stakeholder dalam pengembenagn electronic 
goverenment ini, tujuan  adalah untuk memeudahkan semua kepentingan dan urusan 
pemerintah dan amasyaraat saling terintergrasi secara langsung melalui media 
teknologi informasi. 
Dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 di dalamnya terdapat 
dukungan untuk penerapan program tahap-tahap yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Balikpapan dalam mempersiapkan penerapan Electronic Goverenment 
tersebut adalah dengan pembuatan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, 
pengeembangan aplikasi pendukung yang saling terhubung dengan antar instansi, 
pengintegrasian data, dan penyediaan layanan SIAK.  
Landasan bahwasannya yang di lihat dalam permasalahan ini adalah 
bagaimana implementasi sistem penggunaan SIAK. Serta tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk melihat bagaimana dapat mengevaluasi penerapan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) di kota Balikpapan dan juga kendala yang 
ditemui dalam pelaksanaannya SIAK tersebut serta bagaiamana pelaksaan SIAK, 
dan pola pelaksaan SIAK tersebut.  
Dalam penulisan ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam 
penelitian adalah Teori Impelementasi Kebijakan yang lebih spesifik lagi 
menngunakan teori yang telah di jelaskan oleh Edward III di dalamnya menjelaskan 
bahwa terdapat 4 indikator dalam menentukan implementasi kebijakan yaitu adalah 
Komunikasi, hal ini menjadi penting karena dalam komunikasi akan tersebar 
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berbagaia macam informasi mengenai program kebijakan yang akan di laksanakan 
sehingga dalam implementasinya tidak terjadi salah paham antar pelaksana dan 
penerima kebijakan. Selanjutnya adalah Sumber daya penting bagi pemangku 
kepentingan dalam implementasi kebijakan untuk membentuk sumber daya secara 
fisik (manusia) sebagai penggerak atau pelayanan dalam implementasi kebijakan 
sedangkan non fisik saraan pendukung sebagai pendukung program kegiatan. 
Disposisi merupakan hal penting karena dalam disposisi yang dilihat adalah 
kecakapan dalam menentukan sikap kebijakan maka penting dalam hal ini sikap 
yang profesional. Yang terakhir adalah Sistem Birokrasi di dalamnya sistem 
birokrasi ini terbagi menjadi mekanisme dalam penentuan susunan anggota 
organisasi yang sudah di atur di dalam Standar Operasional, dan dalam struktur 
organisasi yang penting adalah penentuan kebijakan ke arah yang lebih baik 
(Dwiyanto Indiahono, 2009)10.  
1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang 
Kependudukan Melalui SIAK Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Balikpapan? 
2. Apa Sajakah Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksaan SIAK Pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan? 
1.3 Tujuan Penulisan 
1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang 
Kependudukan Melalui SIAK Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kota Balikpapan. 
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksaan SIAK 
Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan 
1.4 Manfaat Penelitian Bagi Akademisi  
1. Untuk mengetahui dan mengembangkan model-model implementasi 
kebijakan dalam penyelenggaran pelayanan publik khususnya bidang 
kependudukan. 
 
10 Dwiyanto Indiahono, S. M. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy 
Analisys. Yogyakarta : Gava Media. 
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2. Menambah wawasan serta pengetahuan yang bersangkutan dengan situasi 
kerja dan praktik pemerintahan.   
1.5 Bagi Instansi Pemerintahan   
1. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada 
implementasi dalam penyelenggraan pelayanan publik khususnya bidang 
kependudukan. 
2. Menjalin kerjasama dengan pihak program studi, fakultas, atau universitas 
yang dapat menjadi rujukan memiliki permasalahan akan dapat 
menyelesaiakan permaslahan tersebut dengan melibatkan pihak universitas 
dengan instansi pemerintahan.  
1.6 Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan  
1. Menjalin kerjasama yang baik antara program studi Ilmu Pemerintahan 
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.  
1.7 Definisi Konseptual 
a. Konsep Implentasi Kebijakan 
Teori implementasi kebijakan menurut Edward yang digunakan menjelaskan 
bahwa untuk mendukung implementasi kebijakan yang dibutuhkan suatu ukuran 
serta tujuan yang jelas di mana harus melihat pada  implementasi kebijakan tersebut 
apakah dikatakan gagal akibat dari tujuan yang tidak di pertimbangkan sebelumnya, 
selanjutnya sumber kebijakan yaitu dapat berupa dana alokasi yang digunakan 
dnegan tujuan sebagai pendorong dalam pelaksanaan impelementasi kebijakan agar 
efektif, komunikasi yang baik antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana 
juga di butuhkan agar lebih tepat sasaran, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga 
menjadi perhatian karen akana berdaoapak ke arah tersebut (Didik Fatkhur 
Rohman, Imam Hanafi, 2010). 
“Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku Pengantar Analisis 
Kebijakan Publik karya Wahab, menjelaskan bahwa mempelajari implentasi 
kebijakan sesungguhnya harus memahami apa yang sudah terjadi dalam 
suatau program yang telah di buat dan di laksanakan yaitu peristiwa dan 
kegiatan yang telah terjadi setelah adanya keputusan atau pengesahan yang 
berkaitan dengan usaha untuk memberikan damapak kepada masyarakat”. 
(Wahab, Pengatar Analisis Kebijakan Publik , 2008)11 
 
 
11 Wahab, S. A. (2008). Pengatar Analisis Kebijakan Publik . Malang : UMM 
Press. 
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Dengan demikian, kebijakan yang tadinya masih belum terlihat jelas yang 
berisikan peryataan umum yang di dalamnya berupa tujuan, sasaran, dan berbagai 
macam bentuk undang- undang di dalamnya yang semunya dapat di tujukan untuk 
menentukan tujuan yang jelas dan nyata. 
b. Konsep Pelayanan Publik Bidang Kependudukan 
Pelayanan publik dalam kaitannya ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
birokrat dalam pemerintahan yang dalam kesehariannya melakukan kegiatan yang 
terjadi berupa pelayanan yang terjamin meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk fisik. Konsep pelayanan pubik bidang kependudukan pada saat sekarang ini 
yang dibutuhkan adalah peyanan publik yang memiliki kualitas serta pelayanan 
kependudukan yang cepat dan tepat. Oleh sebab itu, dalam pelayanan publik 
diperlukan pengembangan, perbaikan, mekanisme yang mudah serta koordinasi 
yang jelas hingga pada akhirnya akan mempermudah bagi penerima pelayanan. 
     “Pelayanan publik menurut Gronroos dalam Ratminto menerangkan bahwa 
pelayanan merupakan kegiatan atau aktivitas yang bersifat tidak terlihat 
sebagai akibat dari interaksi antara para pemberi dan penerima pelayanan 
guna memecahkan suatu permasalahan para penerima pelayanan”.(Sutopo, 
2014)12 
 
Dalam pelayanan publik bidang kependudukan kita harus melihat berbagai 
aspek seperti transparansi, akuntablitias, kondisional, partisipatif, kemananan hak 
dan juga keseimbangan hak juag kewajiban. Yang kesemua tersebut harus 
dilakukan dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan jika tidak maka 
pelayanan tersebut sudah keluar dari ketentuan serta tidak jelas arah pelayanannya. 
Sedangkan bidang kependudukan adalah sebuah bidang yang ada di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas mengurusi kependududkan guna 
terciptanya pelayaan kepada masyarakat.  
c. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  
Aplikasi yang berbasi web ini memiliki peranan penting dalam bidang 
kependudukan, karena seluruh prosesnya dilakuakn secara online hal ini akan 
 
12 Sutopo. (2014). Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi 
Masyarakat. Journal of Rural and Development, V(1), 15–26. 
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membuat proses pencatatan kependududkan cukup signifikan dan menciptakan 
budaya kerja yang lebih baik antar keseluruhan yang ada dalam Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terciptanya SIAK ini akan medorong 
tidak adanya diskriminasi kepada masyarakat yang datang untuk mengurus 
dokumen kependudukan. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri seperti yang dijelaskan berikut: 
“Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2019 yang menjelaskan 
bahwa: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana 
sebagai satu kesatuan.”13 
 
Tujuan dari sistem ini semata-mata adalah sebuah sistem administrasi 
kendudukan untuk mencatat masyarakat. SIAK yang dalam penerapannya telah 
memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tiap orang maka tidak 
akan pernah keliru dalam pencatatan kependudukan yang telah tedaftar sebagai 
penduduk Indonesia dan sistem NIK pada SIAK ini berlaku selamanya (seumur 
hidup). Perhatian khusus menjadi sangat penting dalam proses SIAK ini agar 
penataan sistem informasi atau administrasi kependudukan berjalan dengan tertib 
dan lancar hal tersebut sebagai upaya dalam menekan terjadinya kecurangan atau 
kesalahan dalam meng-input data yang masuk dari sistem manual.(I Made 
Sudiadnyane, 2019)14 
1.8 Definisi Operasional  
1.8.1 Pelaksaan SIAK DI Kota Balikpapan  
A. Tuntutan atau evaluasi terhadap kondisi pelayanan  
1. Tahap pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Balikpapan 
berbasis SPAK (Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan) 
 
13 Peraturan.bpk.go.id   Pengertian SIAK (diakses pada 10 September 2020) 
 
14 I made . (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Administrasi Publik, 5(78). 
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2. Tahap pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Balikpapan 
berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 
B. Penentuan Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan 
C. Komunikasi dan Koordinasi dengan Pihak Luar Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  
1. Sosialisasi dengan Masyarakat 
D. Sumber Daya  
1. Kondisi Pegawai  
2. Kondisi Sarana dan Prasarana 
E. Disposisi para Pelaksana 
1. Sikap Pegawai dalam Pelaksananan SIAK 
2. Karakteristik Dinas dalam pelaksanaan SIAK 
F. Struktur Birokrasi  
1. Penataan Organisasi  
2. Penataan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) 
G. Cara Kerja SIAK di Balikpapan  
1. Proses Pelayanan SIAK dari awal hingga akhir  
2. Instaliasi Sistem Pelayanan SIAK  
3. Proses pelayanan SIAK pada Penerbitan E-KTP  
I. Monitoring dan Evaluasi SIAK  
1.8.2 Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan SIAK  
1. Pandangan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan 
yang kurang baik 
2. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dan tidak 
dipelihara dengan baik 
1.9 Metode Penelitian  
A. Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian adalah menggunakan deskriptif 
kualitaif. Dipilihnya metode ini karena dalam penelitian ini didasarkan pada alasan 
bahwa permasalahan yang dikaji adalah melihat bagaimana implementasi kebijakan 
pelayanan publik bidang kependudukan melalui SIAK (Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan) yang terdapat di dalam Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.  
B. Lokasi Penelitian  
Tempat Penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Balikpapan. Jl. MT Haryono No. 187 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota 
Balikpapan, Kalimantan Timur.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
Tujuan dari pengumpulan data ini yang bersumber dari data di lapangan 
secara akurat yang sesuai dengan fakta dilapangan, agar pada akhirnya mengetahui 
serta dapat memecahkan masalah yang diteliti ini. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah: 
a. Observasi Lapang: pada penelitian ini kegiatan observasi dilakukan secara 
langsung turun ke lapangan dan melihat serta mencatat kegaiatan atau 
pergerakan yang muncul dalam kegiatan observasi tersebut yang saya 
lakukan yang bertemoat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Balikpapan. 
b. Wawancara terstruktur: Wawancara yang saya lakukan dengan Kasi. 
Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 
c. Dokumentasi: yang dilakukan adalah berupa pengumpulan data yang 
didapatkan dari dokumen atau catatan milik Dinas yang tersimpan, baik 
berupa catatan transkrip, buku, dan lain sebagainya. 
D. Subjek Penelitian 
 Subjek penelitiannya adalah Kasi. Pengelolaan dan penyajian Data 
Kependudukan hal ini karena penelitian yang di ambil adalah mengenai 
Implementasi SIAK yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Balikpapan  
E. Sumber Data 
Data dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang digunakan 
adalah: 
1. Data Primer yaitu data yang diproleh langsung dari objek dan subjeknya yaitu: 
Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan data  
Kasi. SIAK  
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Kasi. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 
Administrator Database  
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil  
2. Data Sekunder adalah data yang diproleh dari dokumen DUKCAPIL atau arsip 
DUKCAPIL, buku-buku literature yang terdapat di DUKCPIL, dan internet 
yang berkaitan dengan permasalahan yang saya teliti. 
F. Analisa Data 
 Data yang kami analisis ini adalah data yang bersumber dari hasil 
wawancara saat observasi lapangan dan hasil dari observasi jurnal terdahulu 
berdasarkan permasahan yang diteliti hasil  tersebut nantinya akan dapat di 
sandingkan dan dapat di bandingkan berupa capaian kebijakan atau hasil 
pelaksanaan kebijakan berupa implementasi kebijakan pelayanan publik bidang 
kependudukan melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang 
di laksankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan 
apakah tercapai atau tidak. 
G. Teknik analisa Data 
 Dalam penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif maka 
selanjutnya adalah  
1. Reduksi Data 
 Langkah-langkah yang dapat saya lakukan adalah pertama saya akan 
memperjelas analisis, serta akan meletaknnya ke dalam tiap permasalahan yang 
diteliti melalui data-data yang di jabarkan, dan memilih data yang penting-penting 
dan pada akhirnya dapat disimpulkan menjadi kejelasan dalam penelitian. 
2. Display Data/ Penyajian Data 
 Langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam hal ini saya menyajikan 
data dari hasil sehingga menjadi satu-kesatuan informasi yang tersusun dan dapat 
memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lanjutan. Dengan adanya 
penyajian data yang dapat di percaya kebenarannya. 
3.    Menarik Kesimpulan 
 Pada tahapan ini merupakan tahap akhir dari proses sebelumnya karen dari 
semua data yang telah diperoleh dari observasi lapangan akan di olah sehingga 
dapat di tarik kesimpulan guna mempermudah kejelasan dalam penelitian ini. 
